QFri 14 orang itu
~ 'seharusnya ke
‘Jakarta, namun 10
‘orang melenceng
ke Bogor dan 4
orang ke Singapura.

Kejaksaan Negeri (Kejari)
Gianyar akhirnya memproses
kasus dugaan korupsi dana
SPPD (surat perintah perjalanan
dinas) fiktif yang menyeret 14
tersangka pegawai Dispenda
Gianyar. Kasus ini dilidik Polda
Bali sejak pertengahan 2013,
lanjut dilimpahken ke Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Bali.

Kajati Bali meneruskan ke
Kejari Gianyar karena wilayah
kasus ada di Gianyar. Kajari
Gianyar Ketut Sumedana SH
mengekposeskasus itu kepada
awak media d&:Giamyar, Senin
(5/10) siang. Didaglpingi Kasi
Pidsus Herdian Ralfardi SH dan
Kasi Intel Ketut Sudiarta SH,
Kajari Sumedana mengatakan,

kasus itu kini berlanjut ke pe-
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nyiéiilfh tahap II dari Polda Bali

ke fe ati Bali lanjut ke Kejari
Gianyar. Kata dia, berkas kasus
sudah P21 (lengkap). “Sesuai
berkas, tersangka kasus ini baru
14 orang. Kemungkinan bisa ber-
tambah. Soal dijhan atau tidak,

kita lihat nanti,” jelasnya.

la menambahkan, modus
kasus ini, pada 2013 sesuai
SPPD, 14 pegawai Dispenda itu
sedi?ngg melaksanakan program
kegiatan untuk peningkatan
PAD ke Jakarta. Namun dari 14
orang itu, 10 orang di antaranya
ber%g @t melenceng ke Bogor
untuk kepentingan pribadi dan 4
orang lagi ke Singapura, juga un-
tuk kepentingan pribadi. Dalam
berkas berbeda, dari 14 orangitu
masih ada empat orang lagi be-
rangkatnya ke Malaysia, bukan
ke Jakarta, sebagaimana SPPD
pada bulan berbeda 2013. “Atas
tindakan ini, Negara dirugikan
ratusan juta rupiah,” jelasnya.

Sumedana memaparkan, pe-
limpahan berkas kasus beri-
kut para tersangka dan barang
bukti (BB) dari Polda Bali akan
diter}naiada 12 Oktober 2015.

Rencana ini sesuai SPDP (Su-
ritahuan Dimulainya

rat Pem

P sdasg 6 oltohel 2015




_para pegawai Dispe

-Dldamplngl Kasi Pidsus Herdian Rahardi SH dan Kasi Intel Ketut Sudiarta
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SH, dan jaksa lainnya, Kajari Sumedana (kiri) memaparkan kasus pidana di

Kejari Gianyar, SEnln (5/10).

Penyidikan) dari Po]da Bali ke
Kejati lanjut ke Kejari Gianyar.

.Sementara itu, informasi Nu-

saBali di Gianyar, 14 tersangka
tersebut kini tak lagi bertugas di
Kantor Dispenda. Mereka sudah
bertugas menyebar di kantor-
kantor di lingkungan Pemkab
Gianyar. Dari 14 tersangka itu,

'beberapa di antaranya berstatus

pegawai honorer. "Sﬂgahu saya,

a Gianyar

|

yang dipanggil Polda Ball lalu
karena kasus 1tu, sudah tak ada
lagi di Dispenda,” ujar Kepala
Dispenda Gianyar Ketut Astawa
Suyasa, saat dihubungi Senin
(5/10) malam. :

Selain itu, Kejari Gianyar juga
meningkatkan perkara dari pe-

‘nyelidikan ke penyidikan ka-

sus dugaan pemarifaatan lahan
Provinsi Bali. Kasus ini bermodus

_ pungutan liar dengan memalsu-

- ratusan juta rupiah.
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“kan SK Bupati Gi yar AA Gde

Agung Bharata. Kasus ini sesuai
Sprindik No Print. 2135/p.1.15/
fd 1/10/2015 tanggal 2 Oktober
2015. Tim penyidik menetapkan
tersangka atas nama NPS dan
IBNS, keduanya pejabat tingkat
Kasubag di Bagian Aset Setda
Gianyar. Mereka memalsukan tan-
datangan bupati memakai stempel
untuk menyewakan lahan milik
Provinsi Bali kepaia pihak lain
sekitar 10 hektare lebih dengan
lokasi tanah tersebarantara 20 are
sampai 1 hektare. Atas tindakan
dua tersangka, Negara dirugikan

Kejari juga melakukan pe-
nyidikan tahap II untuk kasus
dugaan korupsi di LPD Desa
Pakraman Kerta, Desa Kerta,
Payangan, Gianyar. Pellmpahan
kasus tahap Il berlanjut penahan

Para tersangka akan dilaku-
kan pada Kamis (8/10). Dua ter-
sangka yang akan dilimpahkan
yakni juru buku Wayan Rus, dan
kolektor tabungan Ni Wayan Jul.
Modusnya mereka menggelap-

- kan dana LPD dengan kredit fik-

tif. Atas tindakan mereka, Negara
mengalami keruglali hampir Rp

/3,5 miliar. &
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Ata31 Banjir di Kuta, Badung Datangkan Pom

Penyedot Air dari Strabaya

MANGUPURA, NusaBali rang perlu bantuar} ala
inas Bina Marga dan Pen- membuang air me
(BMP) Kabupaten Badung Maﬁ se ]alan
m ndatangkan pompa pe ‘
do air dari Surabaya, s
aya menanggulan,

untuk = yang sekarang sedang

u .Tukagl{i} ek

ewi Sribe-

banjir tersebut ram

N, Total proyek ini-
: Pompa air unt

6 miliar.

’: hujan  langan banjir didata
n rawan ban}u"_ Kuta, sung dari Surabaya, Poi
satunyaadalahdijalanDewi  ini mampu menyedot air
Sri Kawasan ini, menurut Kepala ~ 1.500 liter per de
Bi : : pompa. “Rencanan a

hir'l'gg:i.;‘1 ‘pembangunan long s orége
k satu = imbuh Gung Dalem sembz

ami pa- butkan pembang
san%du pompa, lau tidak %11 m&i&%h banjir
: yamsa DewlS
i rampung p#a 11 Desemb
an 2015 i buhnya. | ~
yang kian padat, di sanz djper- Proyek ini erat kaitannya
tasan masalah banjir di kawasan

lukan alat untuk membuang air  dengan mega‘pi' - Gung D mb:
“Dulunya kawasan Jalan Dewn Kuta. Program pnol:%as Remkab Trl ]aya Nasional tersebut ditar-

menuju Tukad Mati.
Sri tersebut adalah loloan dan  Badung ini berbare engan  get berakhir pada 11 Dgsember
'daerah buangan air, tapi seka- proyek normalisasi d Mati | 2015. Sayangnya, hingga saat

ini proyek tersebut mengalami
progress yang melambat yakni
tercatat minus 0,84 persen.
Meski begitu, pihaknya optimis-

tis proyek dapat selesai tepat
waktu. “Kami tinggal menunggu
pompanya dari SurabaT," tan-

dasnya. & as

“ & _ L
PEHERJA sedang mernbangun tempat untuk pompa penye o} alr
Tukad Mati yang berada di kawasan Jalan Dewi Sri, Kuta, Bad ; g, untuk
I mengatam barulr yang kerap da!ang saat musim hUjan. Seni I 0).

— T oys l-_ o=

i pinggir

— < L
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L Darl 169 esa
kraman, Pemprov
Bali baru cairkan

- dana BKK kepada
.sekitar 30 desa
dan tak serta merta
bisa langsung
dimanfaatkan oleh
pihak adat.

% !

SINGARAJA, NusaBali

Dana bantuan keuangan khu-
sus (BKK) bagi masing-masing
Desa Pakraman se Buleleng sebe-
sar Rp 200 juta, hingga memasuki
bulan Oktober tahun 2015 ini,
ternyata belum ada yang bisa
dimanfaatkan. Sejumlah program
adat pun tidak bisa terlaksana.

Hal tersebut terungkap dalam
pertemuan antara perwakilan
adat dengan perwakilan desa
-dinas yang difasilitasi oleh Bupati
Buleleng Putu Agus Surafn‘yana
di ruang pertemuan Kantor Bu-
pati, Senin (5/9) pagi. Perwaki-
lan adat diwakili oleh Prajuru
Majelis Madya Desa Pakraman
(MMDP) bersama Prajuru Maje-
lis Alit Desa Pakraman (MADP),
sedangkan dari pihak desa dinas
diwakili oleh pengurus Forum
Komunikasi Kepala Desa/Lurah
(Forkomdeslu).
ﬁ?ertemuan itujuga melibatkan

Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (BPMPD)
Buleleng dan Badan Penelola
Keuangan dan Aset Daerah (BP-
KAD).

Di Buleleng tercatat aba se-

ali

Pencalrah Dana Bantuan Adat Tarlk U!ur

banyak 169 Desa"Pakraman
Terungkap dalam pertemuan ke-
marin, dari 169 Desa Pakraman,
Pemprov Bali baru mencairkan
dana BKK kepada sekitar 30 Desa
Pakraman di Buleleng. Hanya saja,
sejauh ini dana yang sudah dicair-
kan tersebut tidak bisa langsung
dimanfaatkan oleh pihak adat.
Masalahnya, antara Desa Pa-
kraman dengan Desa Dinas masih
terjadi silang pendapat soal ke-
tentuan pengelolaan dana terse-
but. Pihak Desa Pakraman minta
agar dana yang sudah dicairkan
oleh Provinsi melalui rekening
Desa Dinas, agar blsa; dlS ahkan

ke adat agar secepatnya diman-

faatkan.

«Keinginan itu mengacu pada
pola pengelolaan tahun sebe-
lumng: dimana dana BKK itu
langsung bisa dimanfaatkan oleh
pihak Desa Pakraman.
ibelum bisa memanfaat-
S program-program kami
belum ada terlaksana. Pasraman
Remaja sama sekali belum ada
yang terlaksana, kegiatan fisik
juga tersendat,” terang Ketua
MMDP Kabupaten Buleleng Desa
Putu Budarsana..

Sedangkan dari %ihak Desa
Dinas belum berani mencair-

kan dana BKK tersebut, lkendati
sudah masuk ke rekening desa.
Masalahnya, dana tersebut Kini
harus masuk dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes), sesuai dengan Per-
mendagri bernomor; 113 Tahun
2014. Celakanya, untuk memas-
ukkan BKK tersebut ke APBDes,
harus menunggu APBDes Peru-
bahan yang dlperklraktn baru
mulai disusun oleh masing-masin
desa dinas pada bulan Nopember
mendatang.

“Kami tidak ada maksud mena-
han dana tersebut. Tapi ini karena
regulasi yang mengharuskan pen-

Sl
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BUPATI Buleieng Putu Ag
BKK Provnsi.

|

I

Bali

us Suradnyana fasilitasi pertemuan ar\"qara MMDP dengan Forkomedeslu terkait persoalan
| 21181

PR | ViR d 5 |

pada pada/APBDes,” terang Ketua
Forkomdeslu I Made Suteja.

Sementara Plt Kepala BPKAD
Buleleng Bimantara menyata-
kan, situasi itu terjadi akibat
perbedaan pandangan dalam
pengelolaan dana tersebut. Per-
bedaan itu terjadi akibat ada dua
regulasi yang sama-sama dijadi-
kan acuan. Pihak Desa Pakraman
tetap mengacu pada regulasi
lama yakni Permendagri nomor
34 Tahun 2007, sehingga BKK
tersebut bisa langsung diserah-
kan oleh Desa Dinas kepada Desa
Pakraman. §

Namun Desa Dinas, kini men-
gacu pada regulasi Permendagri
nomor 113 Tahun 2014, dimana
dana tersebut harus masuk dalam
APBDes. “Desa Pakraman me-
mandang regulasi yang lama
dipakai karena SK Gubernur men-

gelolaan dtﬁna itu harus mengacu

Sak16/9) i TR

PEELR: i S ¥

yatakéan dana BKK itu diberikan
kepada Desa Pakraman, bukan
kepada Desa Dinas. Tetapi disisi
lain, dalam pengelolaannya harus
mengacu pada regulasi yang ter-
baru dimana harus masuk dalam
APBDes,” terang Bimantara.
Terkait persoalan tersebut,
Bupati Buleleng Putu Agus
Suradnyana langsung menu-
gaskan Asisten III Setkab Bule-

~ leng Ketut Asta Semadi, BPKAD

serta BPMPD mengkonsultasi
ke Provinsi dengan mengajak
perwakilan dari MMDP dan For-
kumdeslu. “Agar ini cepat klir, kita
harus konsultasikan ke Provinsi.
Acuan mana yang harur dipakai,
ini harus dijelaskan provinsi, agar
dibawah tidak ada kebingungan,”
tegasnya. Rencananya rombon-
gan yang dipimpin Asisten III,
akan berkonsultasi ke Provinsi,
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